
 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18/Permentan/OT.140/3/2011 

TENTANG 
PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN 

DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan 
karantina pertanian, telah ditetapkan dokumen karantina pertanian; 

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan 
Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window, 
dalam Pasal 16 mengamanatkan perlunya mengatur pelaksanaan Sistem 
Elektronik Indonesia National Single Window (INSW) oleh Menteri teknis 
terkait; 

c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian dalam Sistem Elektronik 
Indonesia National Single Window (INSW) dengan Peraturan Menteri; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, 

dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3482); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Pergagangan Dunia (Agreement Establishing the 
World Trade Organization) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 75 Nomor 3612), juncto Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4661); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara 
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4843); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4002); 
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